
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.93, 2023 KEMEN-ATR/BPN. Informasi Geospasial Tematik 

Pertanaham Ruang. Penyelenggaraan. 

 
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK 
PERTANAHAN DAN RUANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan informasi 
geospasial tematik demi terwujudnya tujuan strategis 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, diperlukan pengelolaan sistem informasi 
pelayanan informasi geospasial tematik pertanahan dan 

ruang dalam satu referensi geospasial yang melingkupi 

standar, basis data, dan sistem informasi; 

b.  bahwa untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sistem 
informasi dalam layanan informasi geospasial tematik 

pertanahan dan ruang multiguna yang didukung oleh 

informasi geospasial yang benar, tepat, aman, 
terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan secara 

umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara 

berkelanjutan, diperlukan pedoman mengenai 
penyelenggaraan informasi geospasial tematik 

pertanahan dan ruang; 

c. bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional merupakan penanggung jawab 

informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang 

dalam kebijakan satu peta, penyelenggara data dalam 

satu data Indonesia, dan salah satu simpul jaringan 
dalam jaringan informasi geospasial nasional;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,   perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik 
Pertanahan dan Ruang; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214); 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada 
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan 

Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 92); 

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK 

PERTANAHAN DAN RUANG. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah 

data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, 

dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan 
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manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas 
permukaan bumi.  

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG 

adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga 
dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam 

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, 

dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 
dengan ruang kebumian. 

3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat 

IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat 
dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan 

fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu 

yang relatif lama. 
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat 

IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema 

tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 

5. Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang 
yang selanjutnya disebut IGT Pertanahan dan Ruang 

adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema 

pertanahan dan ruang yang dibuat mengacu pada IGD. 
6. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat 

SIG adalah suatu sistem komputerisasi, baik perangkat 

lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk 
melakukan akuisisi, verifikasi data, kompilasi data, 

penyimpanan data, perubahan dan pembaruan data, 

manajemen data, pertukaran data, manipulasi data, serta 
analisa data mengenai kondisi bumi dalam sudut 

pandang keruangan (geografis) yang digunakan untuk 

mendukung pengambilan keputusan spasial. 

7. Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat 
JIG adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG 

secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan 

berkesinambungan serta berdayaguna. 
8. Basis Data adalah suatu sistem digital yang digunakan 

sebagai sarana penyimpanan data spasial yang 

terstruktur dalam bentuk struktur dan format baku 
untuk memudahkan kegiatan pencarian, pengelolaan, 

dan penggunaan IGT Pertanahan dan Ruang. 

9. Unit Produksi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan 
dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Produksi 

adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan produksi 

IGT Pertanahan dan Ruang dengan DG dan IG yang 

dibantu oleh unit kerja terkait. 
10. Unit Pengelola Informasi Geospasial Tematik Pertanahan 

dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Pengelola 

adalah unit kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan 
dan layanan IGT Pertanahan dan Ruang berdasarkan 

hasil kerja Unit Produksi untuk menjadi suatu IGT 

multiguna. 
11. Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik 

Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit 

Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan 
kegiatan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang 

yang dikelola oleh Unit Pengelola. 

12. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam 
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dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan bumi yang digambarkan pada 

suatu bidang datar dengan proyeksi dan skala tertentu. 

13. Metadata adalah ringkasan terstruktur dari informasi 
yang terkait dengan data, untuk mempermudah dan 

mempercepat kegiatan pengolahan dan pencarian data. 

14. Berita Acara adalah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 
kompilasi, integrasi, atau sinkronisasi data IGT 

Pertanahan dan Ruang. 

15. Pemegang Hak Akses adalah pemangku kepentingan 
yang diberikan akses untuk memperoleh IGT Pertanahan 

dan Ruang sesuai dengan klasifikasi kewenangannya. 

16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem 
elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk 

berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi 

dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik. 
17. Simpul Jaringan IGT Pertanahan dan Ruang yang 

selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakhiran, 

pertukaran, dan penyebarluasan IGT Pertanahan dan 
Ruang. 

18. Rencana Aksi Percepatan adalah dokumen yang memuat 

target, sasaran, dan strategi percepatan penyelenggaraan 
IGT Pertanahan dan Ruang. 

19. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. 

20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 
ruang. 

21. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi 
vertikal Kementerian di provinsi. 

22. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal pada 

lingkungan Kementerian di wilayah kabupaten atau kota. 

 
BAB II 

TEMA IGT PERTANAHAN DAN RUANG 

 
Pasal 2 

(1) Tema IGT Pertanahan dan Ruang terdiri atas:  

a. pertanahan; dan 
b. ruang. 

(2) Tema pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan tema yang berkaitan paling sedikit 
dengan kegiatan: 

a. penetapan hak; 

b. pendaftaran tanah; 
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c. redistribusi tanah; 
d. pemberdayaan masyarakat; 

e. penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai 

rencana tata ruang; 
f. pengadaan tanah; 

g. pengembangan tanah; 

h. konsolidasi tanah; 
i. penilaian tanah; 

j. pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau 

pemilikan tanah; dan 
k. penanganan atau pencegahan sengketa dan konflik 

pertanahan.  

(3) Tema ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan tema yang berkaitan paling sedikit dengan 

kegiatan: 

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang.  

(4)   Tema IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 
BAB III 

UNIT DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN INFORMASI 

GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG 
 

Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang meliputi 

kegiatan: 
a. pengumpulan; 

b. pengolahan; 

c. penyimpanan dan pengamanan; 
d. penyebarluasan; dan 

e. penggunaan. 

(2) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui tahapan: 

a. produksi IGT; 

b. pengelolaan IGT; dan 
c. penyebarluasan IGT. 

(3) Tahapan produksi IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 
melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan. 

(4) Tahapan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
melalui kegiatan penyimpanan dan pengamanan. 

(5) Tahapan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 
melalui kegiatan penyebarluasan dan penggunaan. 

(6) Skema alur kerja penyelenggaraan IGT Pertanahan dan 

Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Bagian Kedua 

Unit dan Tahapan Produksi Informasi Geospasial Tematik 
Pertanahan dan Ruang 

 

Paragraf 1 
Unit Produksi Informasi Geospasial Tematik  

Pertanahan dan Ruang 

 
Pasal 4 

Unit Produksi meliputi: 

a. unit kerja pusat yang mempunyai tugas dan fungsi 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan 
pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang 

dan kawasan; 

b. bidang di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas dan 
fungsi dalam pelaksanaan survei dan pemetaan tematik 

pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan; dan 

c. seksi di Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas dan 
fungsi dalam pelaksanaan survei dan pemetaan tematik 

pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan. 

 
Pasal 5 

Dalam melaksanakan produksi IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Unit 

Produksi mendapat dukungan data dan informasi dari: 
a. seluruh direktorat jenderal di lingkungan Kementerian;  

b. Kantor Wilayah; dan 

c. Kantor Pertanahan. 
 

Bagian Kedua 

Senat 
 

Pasal 6 

(1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
memiliki tugas: 

a. melakukan produksi IGT Pertanahan dan Ruang 

yang disusun dalam bentuk digital dan/atau analog 

sesuai kewenangannya melalui survei lapangan 
dan/atau pengumpulan data sekunder dari lintas 

sektor serta bahan lainnya; 

b. melakukan pengolahan IGT Pertanahan dan Ruang 
yang dibuat mengacu pada IGD dan sesuai dengan 

standar yang berlaku; 

c. menyajikan hasil pengolahan IGT Pertanahan dan 
Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. melakukan kendali mutu untuk pelaksanaan kontrol 
kualitas terhadap proses dan hasil setiap kegiatan 

yang dilaksanakan; 

e. melakukan pemutakhiran IGT Pertanahan dan 
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Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

f. menyediakan dan menjamin IGT Pertanahan dan 

Ruang yang terverifikasi dan tervalidasi; dan 
g. menyusun laporan kegiatan produksi IGT 

Pertanahan dan Ruang secara berkala.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Unit Produksi berwenang: 

a. menyediakan pelaksana kegiatan yang berasal dari 

aparatur sipil negara, surveyor berlisensi, tenaga 
ahli, dan tenaga pelaksana lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
pengumpulan dan pengelolaan data IGT Pertanahan 

dan Ruang pendukung pelaksanaan kegiatan 

berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi 

informasi; 
c. menyusun rencana pembiayaan sesuai dengan 

sumber pembiayaan yang tersedia; dan 

d. mengatur bentuk kerja sama dengan pemangku 
kepentingan dalam rangka penyediaan data dan 

informasi. 

 
Paragraf 2 

Tahapan Produksi Informasi Geospasial Tematik  

Pertanahan dan Ruang  
 

Pasal 7 

(1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

melakukan produksi IGT Pertanahan dan Ruang melalui: 
a. persiapan penyusunan;  

b. pengumpulan DG dan IG; 

c. pengolahan DG dan IG; 
d. analisis DG dan IG; dan 

e. penyerahan DG dan IG. 

(2) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a merupakan upaya untuk mempersiapkan hal 

yang bersifat teknis dan nonteknis untuk mendukung 

proses pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang. 
(3) Pengumpulan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan proses atau cara untuk 

mendapatkan DG dan IGT Pertanahan dan Ruang yang 

dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen 
pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang.  

(4) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan proses atau cara mengolah DG 
dan IG menjadi IGT Pertanahan dan Ruang sesuai 

standar kendali mutu IGT Pertanahan dan Ruang. 

(5) Analisis DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d merupakan proses atau cara pencarian intisari 

informasi, kecenderungan, dan pola-pola tertentu dalam 

satu IGT Pertanahan dan Ruang atau lebih. 
(6) Penyerahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e merupakan proses atau cara menyerahkan 

IGT Pertanahan dan Ruang kepada Unit Pengelola. 
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(7) Produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: 

a. melibatkan peran masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya; dan 
b. memanfaatkan teknologi informasi. 

 

Pasal 8 
(1) Hasil IGT Pertanahan dan Ruang yang telah diserahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e 

dilakukan pemutakhiran: 
(2) Pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang dalam jangka 

waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dimuat dalam Rencana Aksi Percepatan.  
(3) Pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang yang 

dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan dalam hal terjadi peristiwa atau kondisi 
tertentu yang berakibat berubahnya IGT Pertanahan dan 

Ruang. 

(4) Tata cara pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang 
dilakukan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1). 

 
Bagian Ketiga 

Unit dan Tahapan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik 

Pertanahan dan Ruang 
 

Paragraf 1 

Unit Pengelola Informasi Geospasial Tematik  

Pertanahan dan Ruang 
 

Pasal 9 

Unit Pengelola merupakan unit kerja yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan data dan IGT Pertanahan dan 

Ruang. 

 
Pasal 10 

(1) Unit Pengelola memiliki tugas: 

a. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria 
pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang; 

b. melakukan sosialisasi dan pembinaan IGT 

Pertanahan dan Ruang; 

c. menyediakan sistem informasi pengelolaan IGT 
Pertanahan dan Ruang; 

d. melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT 

Pertanahan dan Ruang; 
e. menyusun Rencana Aksi Percepatan 

penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di 

lingkungan Kementerian;  
f. menetapkan kriteria dan standar struktur IGT 

Pertanahan dan Ruang; 

g. membangun, mengembangkan, dan memelihara 
sistem pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 

bersama dengan Unit Penyebarluasan; 

h. melakukan analisis tematik derivatif yang dibuat 
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mengacu pada IGD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

i. mengelola IGT Pertanahan dan Ruang yang 

terstandar dalam suatu sistem informasi yang 
terintegrasi; 

j. melakukan supervisi terhadap kegiatan 

penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di 
lingkungan Kementerian; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IGT 

Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian; 
l. melakukan pengelolaan untuk kegiatan layanan IGT 

Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;  

m. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, 
sinkronisasi, dan pemutakhiran Basis Data; 

n. mendorong capaian target kinerja Unit Produksi;  

o. melaksanakan layanan IGT Pertanahan dan Ruang 

multiguna; dan 
p. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan 

layanan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Menteri. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Unit Pengelola berwenang: 

a. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka 

percepatan pencapaian target yang berkaitan dengan 
IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan 

Kementerian; 

b. menetapkan standar pengelolaan IGT Pertanahan 
dan Ruang di lingkungan Kementerian; 

c. menetapkan standar layanan IGT Pertanahan dan 

Ruang di lingkungan Kementerian; 

d. membuat dan menyajikan katalog IGT Pertanahan 
dan Ruang bersama Unit Penyebarluasan; 

e. membuat Peta telaah IGT Pertanahan dan Ruang;  

f. melakukan analisis terhadap IGT Pertanahan dan 
Ruang dari Unit Produksi untuk menghasilkan IGT 

Pertanahan dan Ruang derivatif multiguna; dan 

g. melakukan kerja sama pengelolaan IGT Pertanahan 
dan Ruang dengan kementerian/lembaga dan/atau 

swasta. 

(3) Unit Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kantor 

Wilayah. 

 
Paragraf 2 

Tahapan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik 

Pertanahan dan Ruang 
 

Pasal 11 

(1) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
melaksanakan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 

melalui tahapan: 

a. penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan 
Ruang; 

b. pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT 

Pertanahan dan Ruang; 
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c. analisis IGT Pertanahan dan Ruang derivatif; dan 
d. penyerahan IGT Pertanahan dan Ruang ke Unit 

Penyebarluasan. 

(2) Penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan cara menempatkan DG dan IGT Pertanahan 

dan Ruang pada tempat yang aman dan tidak rusak atau 
hilang untuk menjamin ketersediaan IGT Pertanahan dan 

Ruang. 

(3) Pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT 
Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan kegiatan peninjauan kinerja 

layanan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang yang 
dilakukan secara berkala. 

(4) Analisis IGT Pertanahan dan Ruang derivatif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

analisis tambahan untuk menghasilkan informasi baru 
dari IGT Pertanahan dan Ruang. 

(5) Penyerahan IGT Pertanahan dan Ruang ke Unit 

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d merupakan proses atau cara menyerahkan IGT 

Pertanahan dan Ruang kepada Unit Penyebarluasan.  

 
Bagian Keempat 

Unit dan Tahapan Penyebarluasan Informasi Geospasial 

Tematik Pertanahan dan Ruang 
 

Paragraf 1 

Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik 

Pertanahan dan Ruang 
 

Pasal 12 

Unit Penyebarluasan merupakan unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan tata kelola dan 

infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan inovasi 

sistem informasi, serta pengelolaan data dan penyajian 
informasi. 

 

Pasal 13 
(1) Unit Penyebarluasan memiliki tugas: 

a. menyediakan sistem IGT Pertanahan dan Ruang  

yang berfungsi sebagai JIG; 

b. membangun, mengembangkan, dan memelihara 
keberlangsungan sistem akses IGT Pertanahan dan 

Ruang; 

c. melakukan penyebarluasan IGT Pertanahan dan 
Ruang yang telah dikelola oleh Unit Pengelola untuk 

dapat dimanfaatkan dan dibagipakaikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. melakukan penyebarluasan IGT Pertanahan dan 

Ruang melalui JIGN yang memenuhi kaidah 

interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. menyimpan hasil IGT Pertanahan dan Ruang dalam 

suatu sistem informasi elektronik yang aman; dan 
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f. menyusun laporan dan publikasi pelaksanaan 
penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang kepada 

Menteri.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Unit Penyebarluasan berwenang: 

a. membuat klasifikasi kewenangan akses untuk 

berbagi pakai IGT Pertanahan dan Ruang di instansi 
pemerintah dan nonpemerintah; 

b. melakukan penyebarluasan IGT Pertanahan dan 

Ruang kepada instansi pemerintah dan 
nonpemerintah; dan 

c. melakukan berbagi pakai data melalui JIG. 

 
Paragraf 2 

Tahapan Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik 

Pertanahan dan Ruang 

 
Pasal 14 

Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

melaksanakan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang 
dengan tata kelola meliputi: 

a. pembangunan JIG sebagai sistem penyebarluasan; 

b. pemberian layanan penyebarluasan IGT Pertanahan dan 
Ruang; 

c. pemeliharaan keberlangsungan JIG sebagai sistem 

penyebarluasan; dan 
d. pengelolaan kewenangan akses berbagi pakai data.  

 

Paragraf 3 

Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG 
 

Pasal 15  

(1) Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang 
diselenggarakan oleh Unit Penyebarluasan melalui 

kegiatan pemberian akses dan pendistribusian IGT 

Pertanahan dan Ruang kepada Pemegang Hak Akses 
yang diperoleh dari kegiatan Unit Pengelola  IGT 

Pertanahan dan Ruang melalui JIG. 

(2) Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 

klasifikasi kewenangan akses. 

(3) Klasifikasi kewenangan akses sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberikan kepada Pemegang Hak Akses 
untuk berbagi IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG 

yang berlaku bagi: 

a. pemerintah, yaitu Menteri, menteri atau pimpinan 
lembaga, kepala daerah, unit kerja eselon I, dan Unit 

Produksi; dan 

b. nonpemerintah, yaitu swasta, akademisi, pejabat 
profesi, asosiasi, dan masyarakat umum. 

(4) Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi IGT 

Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) meliputi: 

a. mengunduh penuh; 

b. mengunduh terbatas; 
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c. melihat; dan/atau 
d. tertutup. 

(5) Mengunduh penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a merupakan kewenangan Pemegang Hak Akses 
untuk mengunduh IGT Pertanahan dan Ruang melalui 

JIG secara penuh. 

(6) Mengunduh terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf b merupakan kewenangan Pemegang Hak Akses 

untuk mengunduh IGT Pertanahan dan Ruang melalui 

JIG secara terbatas dari segi wilayah kewenangan, 
urgensi, format, dan/atau versi data. 

(7) Melihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 

merupakan kewenangan Pemegang Hak Akses untuk 
melihat IGT Pertanahan dan Ruang secara langsung 

melalui JIG. 

(8) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, 

yaitu Pemegang Hak Akses tidak memiliki kewenangan 
melihat dan mengunduh IGT Pertanahan dan Ruang. 

(9) Klasifikasi kewenangan akses penyebarluasan IGT 

Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Paragraf 4 

Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang  

Tanpa melalui JIG 
 

Pasal 16 

(1) Dalam hal JIG tidak beroperasi, penyebarluasan IGT 

Pertanahan dan Ruang dilakukan tanpa melalui JIG. 
(2) Dalam hal JIG tidak beroperasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemegang Hak Akses dapat mengajukan 

permohonan tertulis untuk memperoleh IGT Pertanahan 
dan Ruang kepada Unit Penyebarluasan. 

(3) Format surat permohonan IGT Pertanahan dan Ruang 

tanpa melalui JIG sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Paragraf 5 

Pemegang Hak Akses IGT Pertanahan dan Ruang 

 

Pasal 17 
(1) Pemegang Hak Akses dapat diberikan akses IGT 

Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) sesuai dengan klasifikasi kewenangan 
akses IGT Pertanahan dan Ruang. 

(2) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat secara langsung mengakses IGT Pertanahan 
dan Ruang. 

(3) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat memberikan mandat akses kepada pejabat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Pemegang Hak Akses dan penerima mandat akses 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
bertanggung jawab terhadap validitas, keamanan, dan 

kerahasiaan serta tidak menyalahgunakan IGT 

Pertanahan dan Ruang.  
(5) Selain Pemegang Hak Akses dan penerima mandat akses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilarang untuk melakukan akses atas IGT Pertanahan 
dan Ruang melalui JIG. 

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 
STANDARDISASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 18 

(1) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang harus 
dilakukan sesuai dengan standar.  

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dan ditetapkan masing-masing oleh: 
a. Unit Produksi; 

b. Unit Pengelola; atau 

c. Unit Penyebarluasan. 
(3) Penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berpedoman kepada standar: 

a. di lingkungan Kementerian; 

b. di kementerian/lembaga pemerintah lainnya; 
dan/atau  

c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) Penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait. 

 
Bagian Kedua 

Standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Produksi 

 
Pasal 19 

(1) Standar IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dan 

ditetapkan oleh Unit Produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. persiapan penyusunan;  

b. pengumpulan DG dan IG; 

c. pengolahan DG dan IG; 
d. analisis DG dan IG; dan 

e. penyerahan DG dan IG.  

(2) Prosedur penyelenggaraan standardisasi IGT Pertanahan 
dan Ruang oleh Unit Produksi tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Ketiga 
Standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Pengelola 

 

Pasal 20 
(1) Standar IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dan 

ditetapkan oleh Unit Pengelola sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas:  
a. penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan 

Ruang; 

b. pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT 
Pertanahan dan Ruang; 

c. analisis tematik derivatif; dan 

d. penyerahan IGT Pertanahan dan Ruang ke Unit 
Penyebarluasan. 

(2) Prosedur penyelenggaraan standardisasi IGT Pertanahan 

dan Ruang oleh Unit Pengelola tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat 
Standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang  

oleh Unit Penyebarluasan 

 
Pasal 21 

(1) Standar IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dan 

ditetapkan oleh Unit Penyebarluasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas: 

a. pembangunan JIG sebagai sistem penyebarluasan; 

b. pemberian layanan penyebarluasan IGT Pertanahan 

dan Ruang; 
c. pemeliharaan keberlangsungan JIG sebagai sistem 

penyebarluasan; dan 

d. pengelolaan kewenangan akses berbagi pakai data. 
(2) Prosedur penyelenggaraan standardisasi IGT Pertanahan 

dan Ruang oleh Unit Penyebarluasan tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 
KOMPILASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI IGT 

PERTANAHAN DAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 22 
(1) Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi merupakan bentuk 

pemantauan dan evaluasi pada proses pengelolaan IGT 

Pertanahan dan Ruang.  
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(2) Mekanisme kegiatan kompilasi, integrasi, dan 
sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang tercantum dalam 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
 

Bagian Kedua 

Kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang 
 

Pasal 23 

(1) Kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang merupakan 
kegiatan pengumpulan data IGT Pertanahan dan Ruang 

yang dimiliki oleh Unit Produksi di lingkungan 

Kementerian. 
(2) Kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: 

a. pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang; 

b. pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan 
Ruang; dan 

c. penerbitan dokumen hasil kompilasi IGT Pertanahan 

dan Ruang berupa Berita Acara kompilasi. 
(3) Kegiatan kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Unit Pengelola dibantu oleh tim pemeriksa secara 
elektronik dan nonelektronik.   

(4) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim 

pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang survei dan pemetaan. 

 
Pasal 24 

(1) Pengumpulan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan: 
a. metadata dari IGT yang sesuai dengan standar 

nasional yang berlaku; 

b. penentuan ketelitian data, yang dapat menggunakan 
skala angka atau batas administrasi wilayah; 

c. kode referensi; 

d. dokumen standar berupa norma, standar, prosedur 
dan kriteria terkait produksi IGT Pertanahan dan 

Ruang;  

e. dokumen penetapan untuk IGT Pertanahan dan 

Ruang yang wajib ditetapkan; dan 
f. dokumen pendukung lainnya. 

(2) IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi kriteria: 
a. berbentuk format shapefile atau Basis Data spasial; 

b. mencantumkan sistem koordinat geografis; 

c. mencantumkan skala; dan 
d. merupakan IGT Pertanahan dan Ruang yang paling 

mutakhir. 

 

Pasal 25 
(1) Pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b 
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merupakan kegiatan memeriksa IGT Pertanahan dan 
Ruang yang telah dikumpulkan sesuai kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). 

(2) Pemeriksaan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemeriksa. 

 

Pasal 26 
(1) Hasil pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan 

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

menyatakan:  
a. IGT Pertanahan dan Ruang sesuai; atau 

b. IGT Pertanahan dan Ruang tidak sesuai. 

(2) Hasil pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam: 

a. Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang 

untuk IGT Pertanahan dan Ruang yang sudah 
dinyatakan sesuai; dan 

b. dokumen tertulis untuk IGT Pertanahan dan Ruang 

yang dinyatakan tidak sesuai. 
(3) Penyusunan Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan 

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

paling sedikit memuat: 
a. identitas Unit Produksi yang menyampaikan IGT 

Pertanahan dan Ruang; 

b. jenis IGT Pertanahan dan Ruang; 
c. jenis dokumen yang diserahkan; 

d. cakupan wilayah IGT Pertanahan dan Ruang; 

e. catatan atas IGT Pertanahan dan Ruang yang 

disampaikan; dan 
f. tanda tangan pejabat yang berwenang dalam Unit 

Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan 

Ruang dan ketua tim pemeriksa. 
(4) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b paling sedikit memuat: 

a. identitas Unit Produksi yang menyampaikan IGT 
Pertanahan dan Ruang; 

b. keterangan yang menjelaskan alasan IGT 

Pertanahan dan Ruang dinyatakan tidak sesuai; dan 
c. tanda tangan ketua tim pemeriksa atau yang 

mewakili secara sah. 

(5) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan oleh tim pemeriksa kepada Unit Produksi 
untuk diperbaiki sesuai dengan keterangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b. 

(6) Unit Produksi menyampaikan perbaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) kepada Unit Pengelola untuk 

dilaksanakan pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan 

dan Ruang. 
(7) Ketua tim pemeriksa menyampaikan Berita Acara 

kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada: 
a. Unit Produksi; dan 

b. unit teknis yang terlibat dalam produksi IGT. 
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(8) Format Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 
Integrasi IGT Pertanahan dan Ruang 

 

Pasal 27 
(1) Integrasi IGT Pertanahan dan Ruang dilaksanakan 

setelah IGT Pertanahan dan Ruang dinyatakan sesuai 

berdasarkan Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan 
Ruang yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.  

(2) Kegiatan integrasi IGT meliputi: 

a. verifikasi IGT; dan 
b. penerbitan dokumen Berita Acara integrasi IGT 

Pertanahan dan Ruang. 

 
Pasal 28 

(1) Verifikasi IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (2) huruf a merupakan kegiatan verifikasi terhadap 
dokumen pendukung IGT Pertanahan dan Ruang yang 

disampaikan berdasarkan tipologi dan karakteristik IGT 

Pertanahan dan Ruang. 
(2) Verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: 

a. sistem koordinat; 

b. kesesuaian dengan unsur IGD; 
c. aspek legal; 

d. konsistensi atribut; 

e. konsistensi topologi; 
f. kelengkapan metadata; dan 

g. cakupan wilayah. 

(3) Dalam melaksanakan verifikasi data, Unit Pengelola 
membentuk tim verifikator. 

 

Pasal 29 
(1) Hasil verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 menyatakan: 

a. IGT Pertanahan dan Ruang sudah terintegrasi; atau 

b. IGT Pertanahan dan Ruang belum terintegrasi. 
(2) Dalam hal verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang 

menyatakan IGT Pertanahan dan Ruang belum 

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
tim verifikator menerbitkan dokumen tertulis yang paling 

sedikit memuat: 

a. identitas Unit Produksi yang menyelenggarakan IGT 
Pertanahan dan Ruang;  

b. keterangan yang menjelaskan alasan IGT 

Pertanahan dan Ruang dinyatakan belum 
terintegrasi; dan  

c. tanda tangan ketua tim verifikator atau yang 

mewakili secara sah. 
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(3) Unit Produksi yang menyelenggarakan IGT Pertanahan 
dan Ruang harus memperbaiki IGT Pertanahan dan 

Ruang sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b. 
(4) Hasil perbaikan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada 

Unit Pengelola untuk dilaksanakan verifikasi IGT 
Pertanahan dan Ruang. 

(5) Format dokumen tertulis integrasi IGT Pertanahan dan 

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 30 

(1) Dalam hal hasil verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang 

menyatakan IGT Pertanahan dan Ruang sudah 

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(1) huruf a, Unit Pengelola menerbitkan Berita Acara 

integrasi IGT Pertanahan dan Ruang yang paling sedikit 

memuat:  
a. identitas Unit Produksi yang menyampaikan IGT 

Pertanahan dan Ruang;  

b. nama IGT Pertanahan dan Ruang;  
c. hasil verifikasi data IGT Pertanahan dan Ruang; 

d. pernyataan IGT Pertanahan dan Ruang sudah 

terintegrasi;  
e. tanda tangan perwakilan Unit Produksi yang 

menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang; dan  

f. tanda tangan Unit Pengelola atau yang mewakili 

secara sah. 
(2) Berita Acara integrasi IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh 

Unit Pengelola kepada Unit Produksi yang menyampaikan 
IGT Pertanahan dan Ruang. 

(3) Format Berita Acara integrasi IGT Pertanahan dan Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 
Bagian Keempat 

Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang 

 

Pasal 31 
(1) Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk menyelaraskan IGT Pertanahan dan 
Ruang. 

(2) Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola 
bersama Unit Produksi. 

(3) Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 
a. identifikasi; 

b. klarifikasi; dan 

c. validasi.  
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Pasal 32 

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(3) huruf a merupakan prosedur yang dilakukan dengan 
metode tumpang susun (overlay) antar IGT Pertanahan 

dan Ruang menggunakan perangkat lunak SIG oleh Unit 

Pengelola.  
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tahapan: 

a. penentuan IGT Pertanahan dan Ruang hasil 

integrasi yang akan ditumpang susun (overlay); 
b. identifikasi penggunaan atribut IGT Pertanahan dan 

Ruang; 

c. analisis tumpang susun (overlay) IGT Pertanahan 
dan Ruang;  

d. identifikasi hasil tumpang susun (overlay); dan 

e. penyusunan Berita Acara sinkronisasi IGT 
Pertanahan dan Ruang.. 

 

Pasal 33 
(1) Penentuan IGT Pertanahan dan Ruang hasil integrasi 

yang akan ditumpang susun (overlay) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola untuk 
menentukan IGT Pertanahan dan Ruang yang akan 

ditumpang susun (overlay) pada kegiatan sinkronisasi 

IGT Pertanahan dan Ruang. 
(2) Identifikasi penggunaan atribut IGT Pertanahan dan 

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 

huruf b merupakan kegiatan identifikasi terhadap 
penggunaan atribut pada IGT Pertanahan dan Ruang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Analisis tumpang susun (overlay) IGT Pertanahan dan 
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)  

huruf c merupakan kegiatan melakukan tumpang susun 

(overlay) IGT Pertanahan dan Ruang yang sudah melewati 
tahap identifikasi penggunaan atribut untuk 

menghasilkan skema tertentu menggunakan perangkat 

lunak SIG. 
(4) Identifikasi hasil tumpang susun (overlay) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan 

proses identifikasi hasil analisis tumpang susun (overlay) 
IGT Pertanahan dan Ruang dengan menggunakan 

perangkat lunak SIG. 

(5) Penyusunan Berita Acara sinkronisasi IGT Pertanahan 

dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(2) huruf e merupakan laporan identifikasi hasil tumpang 

susun (overlay) setelah dilakukan sinkronisasi IGT 

Pertanahan dan Ruang yang diinput oleh Unit Pengelola 
untuk menghasilkan identifikasi tumpang tindih. 

(6) Format Berita Acara sinkronisasi IGT Pertanahan dan 

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
huruf e tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 34 

(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(3) huruf b dilakukan oleh Unit Pengelola dengan 
membuktikan kesesuaian antara kondisi fisik di 

lapangan dengan peta dasar acuan pada hasil identifikasi 

tumpang tindih IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). 

(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Unit Pengelola kepada Unit Produksi 
untuk divalidasi. 

 

Pasal 35 
Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf 

c dilakukan dengan tahapan: 

a. validasi hasil klarifikasi oleh Unit Produksi; 

b. penyampaian hasil validasi oleh Unit Produksi kepada 
Unit Pengelola paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

sejak hasil identifikasi tumpang tindih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) diterima oleh Unit 
Produksi;  

c. dalam hal validasi tidak dapat dilakukan dalam waktu 20 

(dua puluh) hari, Unit Produksi mengajukan usulan 
rencana perbaikan data kepada Unit Pengelola; dan 

d. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c Unit Produksi tidak memberikan 
tanggapan terkait validasi hasil klarifikasi dan/atau tidak 

mengajukan usulan rencana perbaikan data, Unit 

Pengelola menyusun rencana perbaikan data. 

 
Pasal 36 

Unit Pengelola menyampaikan hasil sinkronisasi kepada 

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi survei dan 
pemetaan.  

 

BAB VI 
JARINGAN INFORMASI PENYELENGGARAAN IGT 

PERTANAHAN DAN RUANG 

 
Pasal 37 

(1) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang 

menggunakan JIG yang dibangun, dikelola, dan 

dikembangkan oleh Unit Penyebarluasan. 
(2) Unit Produksi atau Unit Pengelola dapat mengembangkan 

JIG setelah berkoordinasi dengan Unit Penyebarluasan. 

(3) Pengembangan JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa aplikasi berbasis perangkat lunak desktop, 

aplikasi berbasis web, dan/atau aplikasi berbasis mobile. 

(4) Data yang terdapat dalam JIG di lingkungan Kementerian 
saling terintegrasi antara Unit Produksi, Unit Pengelola, 

dan Unit Penyebarluasan. 

(5) JIG di lingkungan Kementerian terintegrasi dengan JIGN 
yang dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian 

yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 

informasi geospasial. 
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(6) Integrasi JIG dengan JIGN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
BAB VII 

INTEROPERABILITAS DATA 

 
Pasal 38 

(1) IGT Pertanahan dan Ruang yang dihasilkan oleh Unit 

Produksi harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data 
dengan persyaratan: 

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ 

komposisi penyajian dan semantik/artikulasi 
keterbacaan; dan  

b. disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat 

dibaca sistem elektronik. 

(2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan berdasarkan prosedur: 

a. data dari Unit Produksi diinput pada JIG Unit 

Pengelola berdasarkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan 

b. data dari Unit Pengelola yang sudah disesuaikan 

dengan kaidah Interoperabilitas Data diinput pada 
JIG. 

(3) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Skema pelaksanaan Interoperabilitas Data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  

 

BAB VIII 
LAYANAN IGT PERTANAHAN DAN RUANG 

 

Pasal 39 
(1) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang dilaksanakan 

berdasarkan mekanisme pengelolaan IGT Pertanahan dan 

Ruang menggunakan media elektronik dan 
nonelektronik. 

(2) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip: 

a. kesederhanaan; 
b. kejelasan; 

c. kepastian waktu; 

d. akurasi; 
e. keamanan; 

f. tanggung jawab; 

g. kemutakhiran; dan 
h. kemudahan akses.  

(3) Kesederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan 
dan Ruang yang dilakukan dengan metode atau tata cara 

yang mudah dimengerti. 
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(4) Kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan prinsip yang menjelaskan dalam 

melaksanakan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan 

dan Ruang tidak boleh memiliki makna ganda atau 
multitafsir. 

(5) Kepastian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c merupakan pemberian layanan IGT Pertanahan 
dan Ruang yang harus diselenggarakan tepat waktu. 

(6) Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

merupakan prinsip yang menunjukkan penyelenggaraan 
IGT Pertanahan dan Ruang akan dilaksanakan secara 

presisi atau mendekati nilai sesungguhnya. 

(7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
merupakan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan 

dan Ruang yang harus mampu memberikan rasa aman 

dan perlindungan terhadap kerahasiaan dalam 

penggunaan dan penyebarluasannya. 
(8) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf f merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan 

dan Ruang yang akan dipertanggungjawabkan oleh 
masing-masing unit dan Pemegang Hak Akses. 

(9) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf g merupakan pembaruan penyelenggaraan layanan 
IGT Pertanahan dan Ruang yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

(10) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf h merupakan pelaksanaan layanan IGT 

Pertanahan dan Ruang yang diselenggarakan dengan 

sistem mudah dijangkau atau diakses. 

 
Pasal 40 

(1) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang terdiri atas: 

a. publikasi; 
b. interaksi; dan 

c. kolaborasi. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan suatu kegiatan layanan IGT Pertanahan dan 

Ruang yang sifatnya bebas diakses oleh publik melalui 

media sosial, layanan berbasis web, dan/atau media 
komunikasi lainnya. 

(3) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan suatu kegiatan layanan IGT Pertanahan dan 

Ruang yang sifatnya berdasarkan permintaan dari 
pengguna melalui media sosial, layanan berbasis web, 

dan/atau media komunikasi lainnya serta tidak 

dikenakan biaya. 
(4) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan suatu kegiatan layanan IGT Pertanahan dan 

Ruang yang sifatnya mendukung kerja sama antar 
pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun 

nonpemerintah. 

(5) Kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang dilakukan 

oleh Unit Penyebarluasan berkoordinasi dengan Unit 
Pengelola. 
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BAB IX 
SIMPUL JARINGAN 

 

Pasal 41 
Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit 

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Unit 

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
merupakan simpul jaringan dalam JIGN. 

 

BAB X 
PENDANAAN 

 

Pasal 42  
Pendanaan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di 

lingkungan Kementerian bersumber dari: 

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; dan/atau 

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 43 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. IGT Pertanahan dan Ruang yang sedang dalam proses 

produksi diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum 
Peraturan Menteri ini berlaku; dan 

b. IGT Pertanahan dan Ruang yang sedang dalam proses 

pengelolaan dan penyebarluasan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 44 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 18 Januari 2023 

 
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 
HADI TJAHJANTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Januari 2023 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 ttd. 

 
YASONNA H. LAOLY 
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